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ABSTRAK 
Penelitian ini dimulai dari temuan permasalahan mengenai tingginya prevalensi stunting di Desa Ngijo, yang 

tercatat  memiliki 1.155 anak balita dengan 153 di antaranya terdeteksi mengalami stunting, hasil temuan lainnya 

menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting Berkelanjutan yang diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 belum berjalan secara optimal. Situasi ini mengindikasikan adanya 

kesenjangan antara regulasi yang sudah dibuat dengan implementasinya di level desa yang sebenarnya 

memegang peranan kunci dalam pelaksanaan intervensi, oleh karena itu, dibutuhkan kajian komprehensif untuk 

menelaah mekanisme pelaksanaan program serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukungnya 

serta melakukan pengumpulan data melalui metode wawancara mendalam, pengamatan langsung, dan studi 

dokumentasi, kemudian data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Guna memastikan validitas data, peneliti menerapkan uji 

kredibilitas dengan beberapa kriteria, antara lain: mengalokasikan waktu yang memadai selama pengumpulan 

data, meningkatkan ketekunan, melakukan triangulasi (meliputi triangulasi sumber, teknik, dan waktu), serta 

menjaga intensitas kehadiran peneliti di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program 

Percepatan Penurunan Stunting Berkelanjutan yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 

dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 pada dasarnya, pelaksanaannya telah dilaksanakan selaras dengan 

ketentuan serta panduan yang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan 

berbagai kendala yang berkontribusi terhadap masih tingginya prevalensi stunting di Desa Ngijo. Oleh karena 

itu, ke depan para pelaksana kebijakan perlu meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, serta 

mengoptimalkan realisasi program agar upaya percepatan penurunan angka stunting dapat tercapai secara lebih 

efektif dan berkelanjutan. 

 

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Penurunan Stunting; Stunting. 

 

 

 

Pendahuluan 
Defisit nutrisi yang terjadi sejak awal kehidupan dapat mengakibatkan stunting pada bayi dan anak balita, 

yang selanjutnya mempengaruhi perkembangan fisik, fungsi kognitif, serta produktivitas mereka di kemudian 

hari. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang sejalan dengan target Sustainable 

Development Goals (SDGs) dan kebijakan nasional, isu penanganan stunting ditetapkan sebagai prioritas utama 

baik di tingkat nasional maupun global. Walaupun angka prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan tren 

penurunan, tetap dibutuhkan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor secara terpadu. 

Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan yang signifikan di tingkat daerah, tetapi stunting di Kabupaten 

Malang masih meningkat. Karena prevalensi stunting tertinggi, yaitu 153 balita dari 1.155 balita, Kecamatan 

Karangploso, terutama Desa Ngijo, adalah tempat yang tepat untuk penelitian ini. Kondisi ini dipengaruhi oleh 

pemahaman masyarakat yang buruk tentang gizi, kurangnya partisipasi posyandu, dan implementasi program 

yang buruk. Program percepatan penurunan stunting telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk intervensi, 

termasuk penguatan posyandu, pelatihan gizi, penyediaan makanan tambahan, dan ketersediaan air bersih dan 

sanitasi. Program ini telah bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat. Meskipun demikian, 

pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti sumber daya yang terbatas, koordinasi lembaga yang 

buruk, dan perbedaan kapasitas kader. 

Dengan demikian, penelitian ini sangat diperlukan guna menganalisis implementasi kebijakan, serta faktor 

penghambat dan pendukungnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan rekomendasi yang lebih 

efisien untuk mempercepat penurunan stunting secara berkelanjutan. 
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Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting Berkelanjutan sesuai Perpres No. 72 

Tahun 2021 di Desa Ngijo, Karangploso, Malang, bertujuan untuk memahami mekanisme pelaksanaan 

kebijakan tersebut di tingkat desa. 

2. Mengidentifikasi serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program 

Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kecamatan dan desa, yang hasilnya akan menjadi landasan untuk 

merumuskan strategi perbaikan program. 

3.  

Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Pengembangan Teori Implementasi Kebijakan: Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya literatur 

administrasi publik, khususnya terkait model implementasi kebijakan multisektoral. Penelitian ini menyajikan bukti 

empiris mengenai hambatan dan kesuksesan pelaksanaan program terpadu di level paling dasar, yakni desa. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi Pemerintah: Memberikan rekomendasi berbasis bukti kepada Tim Percepatan Penurunan stunting di 

tingkat Kabupaten Malang terkait faktor penghambat dan pendukung yang telah ditemukan di tingkat desa. 

Bagi pemerintah Desa Ngijo dan Kecamatan Karangposo: Menyediakan pemetaan mendalam mengenai 

pelaksanaan program di Desa Ngijo, yang meliputi komunikasi program, ketersediaan sumber daya dan sikap 

pelaksana (KPM dan Puskesmas). 

 

Tinjauan Pustaka 
Pemerintah Daerah 

Pemerintah daerah, yang terdiri dari kepala daerah dan jajarannya, memegang otoritas pengelolaan urusan 

pemerintahan lewat prinsip desentralisasi. Melalui tata kelola yang baik, mereka berupaya meningkatkan 

kesejahteraan warga. Daerah juga berwenang menerjemahkan kebijakan nasional, contohnya percepatan 

penurunan stunting, menjadi program lokal yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.  

 

Kebijakan Publik 

Kebijakan publik merupakan kumpulan tindakan serta keputusan pemerintah yang ditujukan untuk 

menyelesaikan masalah publik. Lahir dari proses politik dan administratif yang melibatkan banyak pihak, 

kebijakan ini bertujuan mengatur dan mengelola sumber daya untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, 

kebijakan publik berperan vital sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dan ketertiban sosial. 

 

Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan didefinisikan sebagai proses mewujudkan kebijakan menjadi kenyataan lewat 

berbagai program dan kegiatan. Fase ini meliputi administrasi, koordinasi lembaga, serta interaksi antara 

pelaksana dan target kebijakan. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti 

kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya, komitmen dari pelaksana, serta struktur organisasi. 

 

Model Implementasi Kebijakan 

Menurut George C. Edward III (dalam Elmore Maghfirullah, 2018), model implementasi menitikberatkan 

pada empat faktor kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Di sisi lain, model 

Implementasi Kebijakan Top-Down dipahami sebagai proses yang diinisiasi oleh pemerintah yang kemudian 

diikuti oleh partisipasi masyarakat. Sebagaimana dikutip oleh Maghfirullah (2018:43), Elmore menyatakan 

bahwa “Model Implementasi kebijakan  Bottom-Up  didasarkan  pada  jenis kebijakan publik yang 

mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat 

pemerintah namaun hanya ditataran rendah”. 

 

Problematika Stunting di Indonesia 

Stunting adalah keadaan terhambatnya pertumbuhan yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis, 

terutama pada tahap awal kehidupan hingga 1.000 hari pertama. Sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan keadaan 

ekonomi adalah faktor lain yang memengaruhi stunting selain gizi. Oleh karena itu, untuk menanganinya, 

diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan multidimensi. 

Tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) merupakan indikator stunting, dan nilai Z harus kurang dari -2 

standar deviasi. Kondisi ini menunjukkan gangguan pertumbuhan yang mempengaruhi perkembangan fisik dan 

kognitif anak. 

 

Landasan Normatif 

Pemerintah telah menetapkan Perpres No. 72 Tahun 2021 untuk mengatur bagaimana arah percepatan 

penurunan stunting di Indonesia dengan fokus pada kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan 
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masyarakat. Targetnya adalah penurunan prevalensi hingga 14%. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 

ditetapkan sebagai standar operasional di tingkat lokal oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Melalui peningkatan 

pola asuh, sanitasi, gizi, dan peran masyarakat dalam mencegah stunting, kebijakan ini menekankan strategi 

terpadu. 

 

Implementasi Penurunan Stunting di Kabupaten Malang 

Program penurunan stunting di Kabupaten Malang dilaksanakan melalui intervensi spesifik dan sensitif. 

Intervensi spesifik meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan pertumbuhan, pemberian makanan 

tambahan, dan edukasi gizi, sementara intervensi sensitif mencakup peningkatan sanitasi, akses air bersih, dan 

peningkatan kesejahteraan ekonomi. Karena kondisi ekonomi masyarakat yang rentan, yang berdampak pada 

keterbatasan akses pangan bergizi, Kabupaten Malang menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, untuk 

menurunkan prevalensi stunting secara berkelanjutan, program dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor, 

partisipasi masyarakat, dan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi lokal. 

 

Metode Penelitian 
Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif 

terkait data penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif yang berfungsi untuk mendeskripsikan dan 

mengeksplorasi berbagai informasi, kondisi, situasi, serta variabel-variabel yang memiliki relevansi dengan topik 

penelitian. 

 

Fokus Penelitian 

“Fokus penelitian merupakan pedoman untuk mengambil data apa saja yang relevan dengan permasalahan 

penelitian”, Moleong 2006:92 dalam penelitian (Hidayat, 2022). Fokus ini mencakup: 

1. Bagaimana pelaksanaan atau implementasi program percepatan penurunan Stunting berkelanjutan 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten 

Malang 

a. Komunikasi kebijakan antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa dan kader dalam pelaksanaan 

program. 

b. Ketersediaan sumber daya (SDM, dana, sarana kesehatan) untuk mendukung intervensi penurunan 

stunting. 

c. Komitmen pelaksana kebijakan dalam mendukung pelaksanaan program percepatan penurunan 

stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. 

d. Kesesuaian struktur birokrasi dan pembagian tugas pelaksana Program Percepatan Penurunan 

Stunting Berkelanjutan di Desa Ngijo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. 

2. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan implementasi program penurunan Stunting di 

tingkat Desa dengan subfokus: 

a. Faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. 

1. Komitmen dan konsistensi pemerintah di tingkat Kecamatan dan Desa dalam menerjemahkan 

kebijakan pusat dan merealisasikan dalam bentuk kegiatan nyata di tingkat lokal. 

2. Koordinasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program. 

3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta jadwal pelayanan yang rutin sehingga 

memudahkan masyarakat mengakses layanan pemantauan pertumbuhan dan pemenuhan gizi. 

b. Faktor penghambat program percepatan penurunan stunting berkelanjutan berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso. 

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menghadiri kegiatan rutin posyandu. 

2. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai edukasi gizi. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode yang digunakan peneliti untuk 

memperoleh informasi atau data yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah 

metode yang diterapkan peneliti guna memperoleh informasi maupun data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti  menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu  wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

1. Wawancara Mendalam 

Wawancara merupakan proses pengumpulan data melalui interaksi langsung dengan mengejukan 

beberapa pertanyaan terhadap narasumber yang dituju. Peneliti pertama kali peneliti mendatangi Kantor 

Kecamatan Karangploso untuk melakukan wawancara terhadap Ketua Tim Percepatan Penurunan 

Stunting (TPPS), selanjutnya wawancara dilakukan di Puskesmas Karangploso peneliti melakukan 

waancara dengan tim koordinator gizi, di kantor Desa Ngijo dengan petugas pelaksana program Stunting 



Jurnal Respon Publik        ISSN: 2302-8432 

Vol. 20 , No. 3, Tahun 2026,  Hal: 221-228 

224 

 

serta di Posyandu dan warga sekitar yang mempunyai balita dan terindikasi Stunting sebagai penerima 

manfaat program. Wawancara dengan narasumber yang sudah tertera di atas, dilakukakn secara 

terstruktur dengan frekuensi dua kali dalam seminggu dengan durasi kurang lebih dua jam untuk setiap 

sesi wawancara selama masa penelitian berlangsung. 

 

2. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung dan 

atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Selama di lapangan, peneliti 

mengamati secara langsung pelaksaaan kegiatan posyandu, berinteraksi antara kader kesehatan, dan ibu 

balita serta ikut membantu dalam kegiatan penimbangan dan pengukuran berat badan pada balita, 

disitulah peneliti melihat kondisi sarana, prasaran dan pelayanan yang diberikan oleh kader kesehatan 

kepada masyarakat. Dari pengamatan penelitiini, terlihat adanya keterbatasan pengetahuan orangtua bayi 

dan balita mengenai gizi dan pola asuh yang baik. 

 

3. Dokumentasi 

Sebagaimana dikemukakan Sugiyono (2017), dokumentasi adalah metode pengumpulan data 

melalui kajian dan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan maupun gambar. 

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan mencakup: foto-foto aktivitas posyandu, dokumentasi kegiatan 

koordinator lintas sektor, berbagai dokumen pendukung penelitian, serta dokumentasi saat wawancara 

dengan informan. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data dalam penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan fenomena yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Berdasarkan model interaktif dari Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono (2017), 

proses analisis dilaksanakan melalui tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

serta verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan informasi sesuai indikator 

implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 

birokrasi), kemudian disajikan dalam bentuk naratif guna mempermudah pemahaman terhadap pola dan 

keterkaitan antar data. Selanjutnya, proses penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi data yang telah 

dianalisis dan diverifikasi dengan membandingkan berbagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Desa Ngijo belum optimal, terutama karena kurangnya 

intensitas edukasi kepada masyarakat dan rendahnya partisipasi dalam kegiatan posyandu, sehingga diperlukan 

peningkatan sosialisasi dan keterlibatan masyarakat agar program berjalan lebih efektif. 

 

Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif, memegang peranan krusial untuk menjamin akurasi dan 

akuntabilitas hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2017:720), pengujian validitas data pada penelitian kualitatif 

meliputi empat aspek, yakni credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability 

(reabilitas), dan confirmability (objektivitas). 

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan Uji Credibility dengan beberapa kriteria sebagai berikut: 

1. Menyediakan Waktu yang Cukup Selama Proses Pengumpulan Data. Proses kunjunagan, pengamatan 

dan wawancara lanjutan yang dilakukan oleh peneliti. Melalui interaksi ini, akan terjalin keakraban 

dan kepercayaa peneliti terhadap narasumber, sehingga semua informasi dapat disampaikan secara 

terbuka. 

2. Meningkatkan Ketekunan Kecermatan serta Ketelitian. Dalam penelitian ini, peneliti diwajibkan 

untuk teliti guna melaksanakan pengecekan ulang yang menyeluruh terhadap keseluruhan hasil 

penelitian mulai dari data mentah hingga kesimpulan terakhir. 

3. Triangulasi. Penelitian ini menerapkan metode triangulasi yang mencakup aspek sumber, teknik, dan 

waktu untuk menjamin akurasi data. Data yang diperoleh dari beragam narasumber dilakukan 

komparasi, dilakukan validasi melalui tiga metode yaitu wawancara, pengamatan langsung, dan studi 

dokumentasi, serta pengambilan data dilakukan pada periode yang berbeda-beda guna menghasilkan 

temuan yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Intensitas Peneliti di Lapangan. Kehadiran peneliti secara intensif di lapangan memungkinkan 

pengumpulan dan verifikasi data secara langsung sehingga lebih akurat. Selain itu, analisis dapat 

dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kredibel. 

 

 

 

Hasil dan Pembahasan 
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1. Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting Berkelanjutan Berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang 

A. Komunikasi Kebijakan antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kader dalam 

Pelaksanaan Program 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa, kecamatan, pusesmas dan kader posyandu 

telah menjalin Kerjasama dalam mereapkan aspek komunikasi program percepatan penurunan stunting di 

Desa Ngijo melalui rapat koordinasi lintas sektor. Forum tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan 

data balita stunting, sasaran program, serta pelaksanaan kegiatan PMT, penimbangan dan pemantauan 

gizi balita. Namun demikian, komunikasi kepada Masyarakat sebagai penerima manfaat masih belum 

optimal. Edukasi gizi kepada orangtua balita belum dilakukan secara rutin, sehingga pemahaman 

Masyarakat tentang pencegahan stunting masih terbatas. Temuan ini sesuai dengan teori George C. 

Edward III yang menekankan pentingnya komunikasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh 

karena itu, diperlukan penguatan komunikasi melalui edukasi gizi yang lebig konsisten dan intensif agar 

program penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif. 

B. Ketersediaan Sumber Daya (SDM, Dana, Sarana). 

Keberhasilan program Percepatan Penurunan Stunnting di Desa Ngijo, ditunjang oleh ketersediaan 

sumber daya yang memadai, meliputi SDM, anggaran, sarana dan prasarana kesehatan. Para pelaksana 

kebijakan cukup baik dalam menjalankan proses koordinasi lintas sektor, akan tetapi kader posyandu 

kurang rutin dalam memberikan edukasi gizi kepada masyarat. Dukungan anggaran yang bersumber dari 

pemerintah pusat, daerah dan desa, dimanfaatkan untuk kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). 

Selain itu, fasilitas kesehatan seperti posyandu, puskesmas serta alat pemantauan pertumbuhan balita juga 

tersedia dan mendukung pelayanan di lapangan. Namun demikian, rendahnya pengetahuan Masyarakat 

terkait gizi seimbang dan pencegahan stunting masih menjadi hambatan. Partisipasi Masyarakat dalam 

kegiatan posyandu juga belum optimal, sehingga informasi yang disampaikan tidak sepenuhnya diterima 

dan diterapkan. Dengan demikian, meskipun ketersediaan sumber daya sudah cukup mendukung, 

optimalisasi pemanfaatannya serta peningkatan edukasi kepada masyarakat tetap diperlukan agar program 

dapat berjalan lebih efektif dan berdampak signifikan. 

C. Komitmen pelaksana kebijakan dalam mendukung pelaksanaan program percepatan penurunan 

stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan komitmen pelaksana kebijakan merupakan faktor 

kunci dalam implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Desa Ngijo. Aparat desa dan pihak 

kecamatan, khususnya Ketua TPPS, menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pelaksanaan 

program sesuai Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021. Komitmen tersebut tercermin dari keterlibatan 

pemerintah desa dalam pendataan sasaran, pelaksanaan posyandu, serta pendampingan ibu dan anak. 

Selain itu, dukungan kecamatan ditunjukkan melalui koordinasi lintas sektor, kolaborasi dengan 

pemerintah desa dan puskesmas, serta kegiatan monitoring dan evaluasi program. Secara keseluruhan, 

sikap positif, komitmen, dan tanggung jawab para pelaksana telah menjadi faktor pendorong 

keberlangsungan dan keberhasilan implementasi program di Desa Ngijo, sejalan dengan teori Edward III 

mengenai pentingnya disposisi dalam implementasi kebijakan. 

D. Kesesuaian Struktur Birokrasi dan Pembagian Tugas Pelaksana Program Percepatan Pnurunan 

Stunting Berkelanjutan di Desa Ngijo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. 

Berdasarkan Perpres No. 72 Tahun 2021 serta teori implementasi kebijakan George C. Edwards 

III, struktur organisasi birokrasi merupakan elemen krusial yang menentukan suksesnya implementasi 

suatu kebijakan. Hasil penelitian penelitian mengindikasikan bahwa tata kelola birokrasi dalam program 

percepatan penurunan stunting di Desa Ngijo sudah terorganisir dengan baik, disertai distribusi tanggung 

jawab yang jelas antara pemerintah tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Pihak kecamatan berfungsi 

sebagai penerima delegasi wewenang sekaligus bertindak sebagai koordinator yang melaksanakan 

pengawasan dan penilaian terhadap jalannya program  

Sementara itu, pemerintah desa berperan sebagai pelaksana utama melalui kegiatan posyandu, 

seperti pemantauan tumbuh kembang balita, penyuluhuan gizi, serta koordinasi dengan puskesmas dan 

kecamatan. Kejelasan peran dan koordinasi antar tingkat pemerintahan tersebut mendukung kelancaran 

serta keberlanjutan pelaksanaan program penurunan stunting di Desa Ngijo. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan Implementasi Program Percepatan 

Penurunan Stunting di Tigkat Desa. 

A. Faktor-faktor Pendukung dalam Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi. 

Hasil penelitian mengindikasikan adanya sejumlah faktor kunci yang berkontribusi terhadap 

kesuksesan Program Percepatan Penurunan Stunting di Desa Ngijo. Pertama, program stunting telah 

dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan desa melalui RKPDes dan APBDes. Ini menunjukkan 

bahwa stunting dianggap sebagai masalah strategis yang perlu ditangani secara berkelanjutan. Kedua, 

koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah desa, kecamatan, puskesmas, dan kader posyandu 
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telah berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan program menjadi lebih terpadu dan efektif. Ketiga, 

peran aktif kader posyandu sebagai ujung tombak di tingkat masyarakat mempermudah pemantauan, 

edukasi, dan pendampingan kepada keluarga sasaran. 

Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti posyandu turut mendukung akses 

layanan dan penyebaran informasi gizi kepada masyarakat. Secara keseluruhan, keberhasilan program 

ditentukan oleh sinergi antara komitmen pemerintah, koordinasi lintas sektor, peran kader, ketersediaan 

fasilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program secara berkelanjutan. 

B. Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting 

Berkelanjutann Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Desa Ngijo Kecamatan 

Karangploso Kabupaten Malang 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat hambatan-hambatan signifikan dalam 

pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di Desa Ngijo yang tidak hanya berfokus pada 

aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya 

kesadaran masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya kehadiran ibu dan balita di 

posyandu yang hanya sekitar 50– 60%, menjadi kendala utama karena menghambat pemantauan 

perkembangan dan pertumbuhan anak secara berkala. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman 

bahwa posyandu merupakan layanan preventif yang harus diikuti secara berkala. 

Selain itu, keterbatasan tenaga kesehatan serta pembagian fokus dengan program kesehatan lain 

menyebabkan pendampingan belum optimal. Ketidakkonsistenan kehadiran juga berdampak pada tidak 

lengkapnya data pertumbuhan balita, sehingga menyulitkan evaluasi dan tindak lanjut program. Meskipun 

informasi terkait stunting telah disampaikan, durasi penyuluhan yang terbatas membuat pemahaman 

masyarakat belum menyeluruh. Dengan demikian, tantangan utama terletak pada rendahnya kesadaran 

dan pemahaman masyarakat serta keterbatasan pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan 

program tidak hanya ditentukan pada pelaksana kebijakan, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat 

dalam memahami dan menerapkan upaya pencegahan stunting di tingkat rumah tangga. 

 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Desa Ngijo 

sudah berjalan dengan cukup memuaskan dengan dukungan komunikasi yang baik antar pihak pelaksana, 

ketersediaan sumber daya yang memadai, serta komitmen yang kuat dari pemerintah tingkat desa dan kecamatan. 

Kolaborasi antar sektor yang melibatkan pemerintah desa, kecamatan, puskesmas, dan kader posyandu juga 

sudah terbangun dengan baik, didukung oleh ketersediaan fasilitas dan infrastruktur kesehatan yang cukup. 

Namun demikian, implementasi program masih menemui beberapa hambatan, khususnya dalam hal 

penyampaian informasi kepada warga masyarakat serta minimnya keterlibatan dan pemahaman masyarakat 

mengenai upaya pencegahan stunting. 

Selain itu, keterbatasan tenaga kesehatan dan belum optimalnya pendampingan juga menjadi hambatan 

dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kesiapan 

pelaksana, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat partispasi dan kesadaran masyarakat sebagai sasaran utama 

kebijakan. 

 

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Desa Ngijo. Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi 

dan edukasi kepada masyarakat dengan rutin dan terjadwal terkait pentingnya pencegahan stunting 

dan peran Posyandu sebagai sarana untuk memantau tumbuh kembang bayi dan balita. Selain itu, 

pemerintah desa perlu memberikan poster-poster mengenai kebutuhan gizi untuk segala umur dan 

memperkuat koordinasi lintas sektor serta mendorong inovasi program yang lebih menarik dan mudah 

diahami oleh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi ibu dalam kegiatan Posyandu. 

2. Bagi Tenaga Kesahatan dan Kader Posyandu. Tenaga kesehatan dan kader Posyandu diharapkan 

bisa meningkatkan intensitas pendampingan serta kualitas penyampaian informasi terhadap 

masyarakat, khususnya mengenai langkah-langkah pencegahan stunting yang bisa diterapkan di 

rumah tangga. Untuk kader posyandu diharapkan lebih memahami dan melekukan program 

penurunan stunting sesuai dengan pedoman yang ada. 

3. Bagi Masyarakat. Mayarakat diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran dan berpartisipatif aktif 

dalam mengikuti kegiatan Posyandu secara rutin serta menerapkan pola asuh dan pemenuhan gizi 

yang seimbang bagi bayi dan balita nya. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya. Peneliti selanjunya disarankan untuk mengkasi implementasi program 

percepatan penurunan stunting dengan pendekatan dan perspektif yang lebih meluas, seperti 

menggunakan pendekatan kuantitatif atau studi komparatif antar desa, sehingga dapat memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam terkait efektivitas kebijakan serta faktor- faktor yang memengaruhi 
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keberhasilan dan kendala program. 
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